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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR § TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

I

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314
avat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
vang diainkan sehagaimana dimaksnd nada huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
Pemerintah Daerah bersama DPRD nada tanggal 19
bulan Agustus 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Feindap atain dan Delanja Daeiali Kabu patein Kuba

Raya Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘fahun 2004 Nomor 5, ‘lambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Norremen~ D121
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kallmantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara KRepublik Indonesia ‘Tahun 200Y Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘lahun :2014 Nomor 244, ‘lambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah hebcrapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
iNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembharan Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Rt;publik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun_ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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11,

13,

13.

14.

15.

16.

17,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘lahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintan  Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kal terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Poilitik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
Tambaohan lembaran Negara Repu blilz Tﬂﬂnhneie’_

Nomor 5165); T TR

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
?enyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2Z0i7 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesié
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Dipindai dengan CamScanner
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18.

19.

20.

1.

23.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Kepublik Indonesia ‘l'ahun 201Y Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Fenjabaran  Auggaian Fendapdaian  daur  Delanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman FPemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 20i9 tentang Perubahan Kelima artas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Spsial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Repubitk indonesia Tahwun 2615 Nowor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

Pemerin_tah Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017 tentang rengelompokan Kemampuan
Keuangan  Daerah sefta  Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan

DAalacen ~Av e ~ H ’ oy 5 K

Stanja wotway, dan Tertdb Administrasi Rngafi an,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ‘lahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 737);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH KABU PATEN KUBU R:ATA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAIN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Ie
d.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

rem erintchan  daerah  yang memimnin  pelkeanaan unwmn
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daefah.

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
disetu jui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kelayaan bersin.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerir}'laan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

satu periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.
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(2)

APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.588.942.509.194,00 (satu
triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat
puluh duajuta hima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat
rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah  Rp.1.425.563.846.863,00

b. Belanja Daerah Rp.1.588.942.509.194,00

Defisit Rp.(163.378.662.331,00)
c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp.163.378.662.331,00

2. Pengeluaran Rp.0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.(0,00)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.425.563.846.863,00 (satu
triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta

deiapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga
rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.

pendapatan asli daerah; dan
pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

(2)

(3)

1A

(5)

direncanakan sebesar Rp.160.800.238.390,00 (seratus enam puluh
miliar delapan ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus
sembiian puiuh rupiahj, yang terdiri atas:

pajak daerah;

retribusi daerah;

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

o op

1~ 1~ nndanntan aali Aaavalh vranve anlh
1Q30 adn yuxauuy tall aoa: Gadlraai yaug Sauaa.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar
empat ratus satu juta empat ratus tujun belas ribu delapan ratus enam
puluh tujuh rupiah).

Retribus1 daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus
sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah).

- I R Py P 2
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Hasil pe ngéiman KEAdyaai
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta

empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.860.189.523,00 (tiga
puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
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Pasal 5

(i) Pendapatan transrer sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 huruf b
direncanakan scbesar Rp.1.264.763.608.473,00 (satu triliun dua ratus
enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus
delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.205.772.873.000,00 (satu
triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan
ratnc tinih miihih tin rilhas i a hl

tiyuh puluh tioa ribu mpdiahl,

(3) Pendapatan transfer antar dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.58.990.735.473,00 (lima puluh
delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga
puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal6

Anggaran belanja dacrah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan
miiiar sembiian raius empai puiuil dua juild ilma ratus sembiian ribu
seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja opcrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.129.453.607.516,00 (satu triliun seratus
dua puluh sembilan mihar empat ratus hma puluh tiga juta enam ratus
tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.592.710.672.045,00 (lima ratus sembilan
puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua
ribu empot paluh lima ruplah),

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b //
direncanakan sebesar Rp.515.413.129.471,00 (lima ratus lima belas d
miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu
empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp.20.334.600.000,00 ( dua puluh miliar tiga
ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
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(5) Belanja bantuan sosia] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

(1)

(2)

(3)

(4)

V=4,

(6)

direncanakan sebesar Rp.995.206.00000 (sembilan ratus sembilan
puluh ima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Pasal 8

gpggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
lirencanakan sebesar Rp.228.338.257.001,00 (dua ratus dua puluh
ae!apar} milar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh
tujuh rlb‘u satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangun-an;

d. belan!a modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. belanja aset tetap lainnya.

Bfelama modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.2.728.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua
padai Gliapdn jula sciatus nbu rapiab).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.851.458.044,00 (empat puluh
dua milia" delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh
delapan ribu empat puluh empat rupiah).

Belalja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ di'encanakan sebesar Rp.78.350.491.463,00 (tujuh puluh
delapan miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh
satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Deéldaja inodal jalai, jaiiiigain, & ifigasi sébagdiiiiana dithansud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.879.767.494,00 (seratus
tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam
puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.528.440.000,00 (lima ratus dua puluh
delapan juta empat ratus empat pulun ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimgksud dalam Pasal 6
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(1)

(2)

Pasal 10

belanja transter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

Qndgi%i;?:znakanj sebesar Rp.226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh

enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat

ribu enam ratus tujuh puluh tujuh r upiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

a. belanja bantuan keuangan. o -
i i ; bagaimana dimaksud pada ayat uruf a

e e HbearRpl1.329.662.677,00 (sebelas miliar tiga ratus

; ; tus enam puluh dua ribu enam ratus
dua puluh sembilan Jt}ti\enam ra p

Ten sy

e | ) T
tujeh puluh Wy
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(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.214.820.982.000,00 (dua ratus empat belas

rpiliar delapan ratus dua puluh juta sembiian ratus delapan puluh dua
ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga Tatus tujuh
puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga Tatus tiga puluh
satu rupiah), yang terdiri atas:

a. penherimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huTuf a direncanakan sebesar Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam
puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam
puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; dan
a. penerimaan pinjaman daerah.

(2) SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.87.3'78.662.331,00 (delapan puluh
tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh
dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b diTencanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar
Rp.(163.378.662.331,00) (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus
tiga puluh satu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang Merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh
puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga
puluh satu rupiah). } =

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebih1 pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan APBD tahun anggaran 2021, dengan teTlebih dahulu
melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya
disampaikan daiam Laporan Realisasi Anggaran.
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.
c.

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a.

b.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat. .

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah 1ni, yang terdin daru:

a. Lampiran I . Ringkasan APBD yang ‘ Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

b. LampifTan II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

c. Lampifan Il : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e. Lampiran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urwan Ramerintah Dacrah dan Pungs
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Penienuhan SPM;

g Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD,;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Progtam Prioritas Daerah;

j. lamniran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan céhn Per
Jabatan;

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

L. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah;
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m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

°

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

L J
Ditetapkan di Sungai Ray/
pada tanggal ¥ Desemker 9020

MBuPATI KUBU RAYA4

Dndnghan i Sungai Roya |
SEKRETARIS PATEN XKUBU RAYA
4
YU NIZAM
LEMBARAN DAERA UPATEN KUBU RAYA
TAHUN...2020
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